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ABSTRAK 
Poligami adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan lebih dari 
dua, tiga sampai empat perempuan berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan 
mengenai poligami, bagaimana ijtihad Hakim dalam mengabulkan izin berpoligami 
dengan alasan bersyahwat tinggi dan pembuktian hukum terhadap suami yang 
mengajukan poligami dengan alasan suami bersyahwat tinggi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pengumpulan data kualitatif yang 
didasarkan dengan studi kasus Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Ckr, dalam hal 
tersebut menjadi topik menarik untuk dibicarakan yang timbul dari masyarakat baik dari 
yang pro maupun kontra. berdasarkan dengan analisis penelitian di dalam kasus ini 
mengenai izin berpoligami yang dilakukan oleh suami. Peneliti kurang setuju dengan 
alasan suami bersyahwat tinggi kurang relevan dengan undang-undang yang terkait 
serta istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri padahal sudah dikaruniai 3 
(tiga) orang anak serta perlunya dilampirkannya surat dari dokter dalam permohonannya 
bahwa mempunyai syahwat tinggi agar untuk lebih meyakinkan untuk dapat dinyatakan 
benar suami bersyahwat tinggi. 
Kata Kunci: poligami, hukum islam. 
 
ABSTRAK 
Polygamy is a marriage between a man and more than two, three to four women. Based 
on this, problems arise regarding polygamy, how is the judge's ijtihad in granting 
permission for polygamy on the grounds of high lust and legal evidence against 
husbands who propose polygamy because the husband has lust. high. The research 
method used is the normative juridical method with qualitative data collection based on 
the case study decision case Number 2279/Pdt.G/2019/PA.Ckr, in that case it becomes 
an interesting topic to discuss that arises from the community, pros and cons.. based on 
the author's analysis in this case regarding the permission for polygamy carried out by 
the husband, the author does not agree with the reason that the husband with high lust 
is less relevant to the relevant laws and the wife cannot fulfill her obligations as a wife 
even though she is blessed with 3 (three) children and the need Attached is a letter from 
the doctor in his application that he has high lust in order to be more sure that it can be 
stated that the husband has high lust. 
Keywords: polygamy, islamic law,  
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Manusia adalah khalifah di muka bumi yang berfungsi menghantarkan tujuan 
hidup, manusia mempertahankan eksistensinya yaitu dengan mendapatkan keturunan 
melalui adanya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Allah SWT 
menciptakan pria dan wanita dengan fisik, sifat dan karakter yang berbeda-beda. 
Perbedaan tersebutlah yang membuat pria dan wanita atau keduanya saling 
membutuhkan satu sama lain, maka Allah SWT menjadikan berpasangan-pasangan. 
Dalam perkawinan di Indonesia itu sendiri menganut asas monogami, namun dalam 
hal poligami itu sendiri tidak bisa disalahkan karena dapat memenuhi beberapa solusi 
lebih baik bagi beberapa orang yang memang lebih baik berpoligami. Dalam praktiknya 
poligami yang terjadi memberikan dampak yang membuat cara pandangan masyarakat 
berubah disebabkan karena adanya perselingkuhan. 
Dalam syariat Islam poligami sendiri diturunkan untuk memberikan solusi dalam 
masalah-masalah sosial bukan menimbulkan masalah sosial. Apabila, terkesan 
memberikan masalah sosial maka yang ditangkap penerapannya yang salah.1 
Poligami sering dianggap tidak adil yang menjadikan celah untuk menyerang 
pribadi maupun Islam karena tentu ada pemahaman yang berbeda mengenai poligami 
itu sendiri dalam masyarakat atau lingkungan itu sendiri di dalam hukum positif 
Indonesia pun tidak bertentangan dengan adanya melakukan poligami, namun beberapa 
syarat untuk dapat izin atau dapat berpoligami yang diakui atau sah oleh negara hukum 
kita Indonesia dengan harus memenuhi beberapa unsur dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP Nomor 1 Tahun 1974. 
“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang 
atau poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”2 Maka hal 
tersebut istri harus ada izin yang diberikan kepada suaminya, “Dalam hal seorang suami 
akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-
undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya.”3 Dijelaskan apabila suami ingin mengesahkan izin poligami tersebut maka 
terlebih dahulu mengajukan permohonannya ke pengadilan di daerah ia tinggal dan 
Pasal 4 ayat (2) dijelaskan lebih rinci pengadilan akan memberikan izin berpoligami 
apabila sebagai berikut:4 
1. “Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan semestinya; 
2. Apabila istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; dan 
3. Istri tidak dapat hamil untuk melahirkan keturunan.” 
Untuk Pasal 5 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus memiliki persetujuan 
dari istri atau istri-istrinya, berlaku adil adalah kehidupan berkeluarga dan mampu untuk 
menafkahi lahir dan batin istri atau istri-istrinya.5 Walaupun dalam asas monogami pada 
Pasal 3 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya asas tersebut 
yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan seorang pria hanya satu istri dan 
istri hanya mempunyai satu suami. 
 
1  Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi atau Masalah? (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2006), hlm. 
12 
2  Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN No. 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3091) Pasal 3 
ayat (2). 
3 Ibid., Pasal 4 ayat (1). 
4  Ibid., Pasal 4 ayat (2). 
5  Ibid., Pasal 5 ayat (1). 
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Menurut hukum Islam poligami diatur dalam Pasal 55 ayat (2) sampai Pasal 58 
Kompilasi Hukum Islam di mana hampir sama atau saling terkait dengan syarat-syarat 
Poligami dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974. Poligami sudah ada sejak sebelum 
diutusnya Nabi Muhammad SAW dan sudah dilaksanakan di Arab dan negara bagian 
Arab maupun sekitarnya setelah datangnya Islam untuk meluruskan, membatasi dan 
menegaskan kebolehannya dalam berpoligami maka dalam pandangan Islam menurut 
dalil-dalil bolehnya berpoligami.6 Dari Q.S An-Nisa: 4 ayat 3 yang berbunyi: 
“Dan jika kamu takut tidak dapat beraku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim 
(jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja.” 
Analisa yang dapat dijadikan sandaran dengan adanya alasan-alasan yaitu keadaan 
istri yang dapat menyebabkan suami diizinkan berpoligami dapat dilihat atau dilacak 
dari konteks ayat, sejarah berpoligami orang arab sebelum Islam dan memahaminya.7 
Dalam hal izin berpoligami maka perlu adanya yang memperkuat agar permohonan 
suami izin poligami tersebut dapat diterima atau ditolak dari sisi pengadilan maupun 
istri/istri-istrinya agar tidak ada yang merasa ditekan atau dirugikan dari pihak 
perempuannya karena apabila pihak perempuan atau istri/ istri-istrinya menolak dapat 
ditolak oleh pengadilan. Dalam Studi Kasus yang saya akan teliti bahwa ada 
pertimbangan Hakim dan Pemohon dapat dikabulkan izin berpoligami. Maka dari itu, 
dengan batas kemampuan istri serta perlunya alasan tersebut dapat dijadikan agar dapat 
diatur lebih dalam peraturan yang lebih relevan pada saat ini. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 
pertanyaan yang terdapat dalam masalah di bagian penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana ijtihad hakim dalam mengabulkan izin berpoligami dengan alasan 
bersyahwat tinggi? 
2. Bagaimana pembuktian hukum terhadap suami yang mengajukan poligami 
dengan alasan suami bersyahwat tinggi? 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui ijtihad hakim dalam mengabulkan izin berpoligami dengan 
alasan bersyahwat tinggi. 
2. Untuk mengetahui sistem pembuktian terhadap suami dengan alasan 
bersyahwat tinggi. 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis 
normatif yang penelitiannya mengambil masalah untuk melakukan penelitian, hasil 
penelitian tersebut diolah dan dianalisis lalu diambil kesimpulannya yang berlaku untuk 
umum. Data-data sudah terkumpul maka selanjutnya dilakukan dengan pengolahan data 
untuk dimasukkan dalam penelitian ini serta untuk dianalisis. Teknik pengumpulan 
bahan dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kualitatif atau dengan 
wawancara yang dimaksud adalah pertemuan 2 (dua) orang untuk mendapatkan 
informasi dengan melalui tanya jawab sehingga menghasilkan makna tetap dengan 
berdasarkan bahan hukum primer bersumber dari UUP Nomor 1 Tahun 1974, 
Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1975 Pelaksanaan UUP Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan bahan hukum sekunder 
berkaitan dengan buku-buku, makalah, jurnal dan artikel mengenai poligami yang saling 
 
6  Ahmad Hatta, Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 305. 
7  Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 88. 
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berkaitan dan bahan hukum tersier untuk mendukung dari hukum sekunder dan primer 
dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum lainnya. 
 
PEMBAHASAN 
Ijtihad Hakim Dalam Mengabulkan Izin Berpoligami Dengan Alasan Bersyahwat 
Tinggi 
Dalam pengertian terminologi hukum menurut Mukti Ali, ijtihad adalah berusaha 
sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah 
hukum. Jadi, yang dimaksud adalah dalam memahami masalah berdasarkan isyarat-
isyarat Al-Qur’an dan As-Sunnah kemudian menetapkan kesimpulan mengenai masalah 
hukum tersebut.8 
Bahwa hasil pemikiran yang sering dianggap oleh hukum Islam maka itu, 
sebenarnya tidak lebih dari hasil hubungan tersebut. Dalam hal ini Hakim perlu harus 
ber-ijtihad dalam memutuskan perkara di pengadilan. Putusan hakim bersumber dari 
hukum syara’ dan berdasarkan sifat putusannya. Keputusan Hakim yang telah 
ditetapkan oleh seorang Hakim maka merupakan atas dasar dalil-dalil qath’i yaitu nas 
dari Al-Qur’an dan merupakan hukum Allah SWT, sunnah yang mutawir atau yang 
masyhur yang mempunyai makna yang jelas dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa 
putusan hakim yang hanya menetapkan aspek-aspek tampaknya perkara tidak batin 
sebab manusia hanya ditugaskan untuk memperlihatkan aspek lahiriahnya saja. Karena 
itu, keputusan hakim tidak sampai menyebabkan sesuatu yang hukumnya haram 
menjadi halal atau sebaliknya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila 
seorang Hakim memutuskan bahwa suatu akad atau perjanjian terpenuhi atau menjadi 
rusak maka keputusannya berlaku, karena baik pada sisi lahiriah maupun batiniahnya, 
tugas Hakim adalah menetapkan keputusan dengan benar.9 
Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang diatur 
ada dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yang dimaksud dengan 
akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalizan yang bertujuan menaati perintah Allah 
SWT karena perjanjian nikah dan apabila melaksanakannya merupakan ibadah, namun 
dalam tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.10 
Sedangkan Kitab Undang-Undang Perdata mengenai Perkawinan dijelaskan hanya lebih 
mengatur mengenai perikatan antara suami dan istri. 
Perkawinan menurut Wahyono ialah salah satu kejadian penting dalam kehidupan 
manusia yang menjadi kodrat dalam setiap manusia yang di mana saling mempunyai 
ketertarikan terhadap lawan jenis setelah itu timbullah keinginan untuk memiliki dan 
membentuk keluarga bersama kemudian melahirkan keturunan yang menjadi sendi 
utama bagi pembentukan negara dan bangsa.11 
Menurut Kholil Rahman, untuk memperoleh gambaran mengenai syarat-syarat 
perkawinan mengikuti rukun-rukunnya sebagai berikut:12 
1. Calon mempelai suami, adalah pihak lelaki yang akan melakukan perkawinan 
dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
 
 
8  Azra Azyumard, Toto Suryana, Ishak Abdulhag, dan Dididin Hafiduddin, Pendidikan Agama Islam 
Pada Perguruan Tinggi Umum, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 97. 
9  H.M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, (Yogyakarta: Titian Hahi Press, 1998), hlm. 9. 
10  Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2. 
11  Mardani, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2017), 
hlm. 6. 
12  Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cetakana Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 
hlm. 53. 
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a. Laki-laki dan beragama Islam; 
b. Dewasa dan jelas orangnya; 
c. Mempunyai hak perwalian; 
d. Tidak terdapat halangan perkawinan; dan 
e. Mendapatkan persetujuan atau izin dari orang tua. 
2. Calon mempelai istri, ialah pihak perempuan yang akan melakukan perkawinan 
dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Perempuan; 
b. Beragama dan Jelas orangnya; 
c. Calon mempelai perempuan dapat dimintakan persetujuannya sebelum akad 
nikah dimulai; dan 
d. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
3. Wali Nikah, keberadaan wali nikah harus dipenuhi beberapa syarat karena 
merupakan rukun perkawinan maka dari itu berikut syarat-syaratnya: 
a. Laki-laki (Dewasa); 
b. Mempunyai hak perwalian; dan 
c. Tidak terdapat halangan perwaliannya. 
4. Saksi Nikah, seseorang untuk menyaksikan pernikahan secara langsung untuk 
memenuhi rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam pelaksananya perkawinan 
tersebut berlangsung, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 
a. Minimal 2 (dua) orang laki-laki; 
b. Hadir dalam ijab kabul; 
c. Dapat mengerti maksud akad; dan 
d. Islam dan dewasa. 
5. Ijab dan Kabul, perjanjian perkawinan antara kedua mempelai untuk 
mengikatkan diri dalam perkawinan berlangsung, syarat-syaratnya adalah 
sebagai berikut: 
a. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; 
b. Memakai kata-kata nikah dan adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 
dan 
c. Majelis ijab kabul itu harus dihadiri dengan minimal 4 (empat) yaitu calon 
mempelai atau wakilnya wali dari calon mempelai wanita, dan dua 2 (dua) 
orang saksi, ijab dan kabul bersambungan, jelas dan orang yang tidak 
sedang ihram haji atau umrah. 
Dalam Islam poligami dikenal dengan istilah ta’adudu zaujah yang artinya 
bertambahnya jumlah istri yang dimaksud adalah poligami dapat dikatakan perkawinan 
yang tidak terbatas karena tema ini mempunyai makna yang umum yaitu dua atau lebih 
namun, adapun kebalikan dari asas perkawinan itu sendiri yaitu asas monogami yang di 
mana suami hanya memiliki satu orang istri.13 
Dalam ensiklopedia nasional, poligami diartikan sebagai suatu tradisi dalam 
perkawinan yang dapat memungkinkan untuk terlahirnya keluarga yang suaminya 
mempunyai lebih dari seorang istri ataupun lebih.14 
Kebolehan laki-laki untuk menikah lebih dari 1 (satu) istri ini dibatasi oleh Islam 
namun, harus dengan beberapa syarat untuk dapat dibolehkannya berpoligami apabila 
tidak terpenuhi, maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Syarat-syarat dari poligami 
 
13  Nurul Asiya, “Poligami Dalam Perspektif Teori Batas (Studi Pemikiran Muhammad Shahrur),” Jurnal 
Al-Qanun, Vol. 10, No. 2, (2007), hlm. 273. 
14  M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah),” Jurnal Ilmiah 
Syari’ah, Vol. 17, No. 2, (2018), hlm. 153. 
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sebagai berikut:15 
1. Yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal pembagian nafkah 
maupun batin sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 3 
bersabda: 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) sorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 
Hikmah dalam ayat tersebut mencukupkan diri dengan 1 (satu) istri apabila 
tidak mampu berlaku adil maka tindakan tersebut lebih dekat dapat dikatakan 
aniaya; dan 
2. Memiliki kemampuan finansial, yaitu dengan kemampuan memberi nafkah 
secara adil kepada istri- istrinya yang dimaksud ialah sebagai konsekuensi 
perintah mempergauli istri dengan secara makruf dan apabila tidak memberi 
nafkah pada istri-istrinya maka ancaman bagi mereka yang menelantarkan 
keluarganya merupakan hak-hak istri untuk mendapatkan kewajibannya dari 
suami untuk memberi nafkah yang dilandasi dari Q.S An-Nisa: 34. Hal ini 
ditegaskan oleh pendapat Jumhur bahwa apabila suami tidak mampu untuk 
memberikan nafkah, maka istri dapat melakukan hak untuk minta cerai. 
Sedangkan syarat poligami di dalam Pasal 5 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 
adalah sebagai berikut:16 
1. “Adanya kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anaknya; 
2. Adanya persetujuan dari para pihak yang berkaitan/istri-istri; dan 
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri maupun anak-
anaknya.” 
Namun, untuk membedakan persyaratannya yang ada di Pasal 4 adalah persyaratan 
alternatif yang di mana harus ada salah satu dari persyaratannya agar dapat mengajukan 
izin pemohon poligami sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif yang di mana 
seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.17 
Persyaratan yang pokok dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1), (2), dan 
(3). Bahwa harus dipenuhi oleh seorang suami/laki-laki yaitu kebolehan berpoligami 
maksimal 4 (empat) orang istri dan suami harus berlaku adil.18 
Alasan berpoligami menurut Musdir Al-Jahrani di antaranya yaitu mengikuti ajaran 
Rasullah pada masa itu beliau wafat meninggalkan 9 (sembilan) istri tanpa adanya 
kesangsian, Rasullah merupakan teladan baik bagi kaum muslimin di segala semua 
urusan kecuali hal yang diistimewakan bagi beliau.19 
Namun, banyak beberapa yang menyebabkan sebab-sebab poligami itu terjadi 
disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal rumah tangga, faktor sosial dan faktor 
biologi sedangkan menurut Musdah Mulia, alasan poligami di dalam masyarakat 
 
15  Khozin Abu Faqih, Op.cit., hlm. 104. 
16  Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN No. 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3091) Pasal 5 
ayat (1).  
17  Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 97. 
18  Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 
ayat (1), (2), dan (3). 
19  M. Ichsan, Op.cit., hlm. 152. 
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diakibatkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai anggapan bahwa 
Nabi Muhammad SAW melakukan poligami dengan tujuan yang dilakukan orang untuk 
memenuhi kebutuhan biologis atau untuk melampiaskan syahwat seksualnya. Karena 
pada umumnya poligami ini terjadi dilakukan dengan tujuan biologis semata.20 Sebab-
sebab poligami terjadi di kalangan masyarakat sebagai berikut: 
1. Menjauhi seseorang dari perselingkuhan karena kebutuhan syahwat seksual 
yang dapat terpenuhi tanpa berzina; 
2. Faktor yang melatarbelakangi masalah tidak bisa hamil dari sang 
istri/kemandulan sang istri karena ingin mempunyai keturunan/anak yang 
banyak dan ketidakpuasan suami terhadap istrinya; dan 
3. Yang terlihat karena faktor ekonomi yang dimiliki oleh seseorang karena hal 
tersebut merasa bahwa dirinya mampu untuk menafkahi anak-anak dan istri- 
istrinya. 
Kata syahwat tinggi berasal dari “Syahwat” dan “Tinggi”, sedangkan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu, keberahian dan ingin melakukan 
hubungan seksual sedangkan tinggi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah 
panjang atau sudah agak jauh ke atas.21 
Secara istilah, syahwat ialah kecenderungan jiwa lebih terhadap kehendakinya 
(nuzu’an nafsila ma turidu bu). Sedangkan di dalam Al-Qur’an yang disebutkan dalam 
Q.S Al-Imran ayat (14) maksudnya adalah objek yang diinginkan dan untuk 
menyebutkan potensi keinginan manusia. 
Syahwat tinggi merupakan kekeliruan seksual yang terlihat dari tingginya atau 
besarnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya membatasi 
keinginan seks tersebut atau dapat disebut sebagai kecanduan seks (sex addict). 
Hypersex atau yang disebabkan dengan syahwat tinggi dalam pria disebut satyriasis 
sedangkan wanita disebut nymphomania. Disebabkan oleh beberapa faktor-faktor 
seperti berikut:22 
1. “Psikis; 
2. Sulit menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan karena dipikirkannya 
hanya aktivitas seksual dan mengalami mudah merasa terangsang saat 
melakukan aktivitas seksual dan senang melakukannya tanpa ada perasaan 
bersalah; dan 
3. Mengadakan aktivitas seksual lebih dari 1 pasangan yang membuat 
berdampak besar pada kehidupan serta sulit menahan keinginan melakukan 
hubungan suami istri serta mengadakan aktivitas seksual sebagai bentuk 
pelarian dari masalah-masalah.” 
Ciri-ciri seseorang yang mengalami atau mempunyai syahwat tinggi yaitu terobsesi 
melakukan menarik hati orang lain, kegemparan jatuh cinta yang mengakibatkan 
penderita selalu gagal dalam berhubungan, merasa sangat terdesak untuk melakukan 
aktivitas seks dan menghabiskan waktu maupun tenaga mengenai hal tersebut sehingga 
tidak bisa mengontrol dirinya sendiri.23 
 
20  Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metedologis)”, Jurnal Ilmu 
Syariah, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 221. 
21  Mus Abdillah, Kamus Mini Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2000) hlm. 205. 
22  Devika Yuldharia, “Tanya Dokter Penyebab Munculnya Keinginan Untuk Berhubungan Intim Secara 
Terus Menerus?,” https://www.alodokter.com/komunitas/topic/hiperseks-atau-tidak, diakses 26 
Februari 2021 pukul 11.43 WIB. 
23  Wisnubrata, “Ciri-Ciri Orang Hiperseks dan Libido Tinggi,” 
https://lifestyle.kompas.com/read/2020/06/15/220316220/ciri-ciri-orang-hiperseks-apakah-sama-
dengan-libido-tinggi?page=all, diakses 26 Februari 2021 pukul 12.00 WIB. 
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Pembuktian Hukum Terhadap Suami yang Mengajukan Poligami Dengan Alasan 
Suami Bersyahwat Tinggi 
Pertimbangan hakim dasarnya pada hukum perkawinan nasional yang menganut 
asas monogami (satu suami satu istri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
UUP Nomor 1 Tahun 1974. Namun undang-undang tersebut memberikan kemungkinan 
bagi suami untuk melakukan poligami. Akan tetapi, undang-undang mewajibkan 
terpenuhi syarat-syarat poligami tersebut dari yang sifatnya kumulatif dalam pengertian 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila 
semua persyaratan telah terpenuhi dan Pasal 5 UUP Nomor 1 Tahun 1974 memberikan 
syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Adanya persetujuan dari istri; 
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 
dan anak-anaknya; dan 
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anaknya. 
Sekalipun syarat-syarat tersebut terpenuhi maka permohonan izin poligami baru 
bisa dikabulkan jika terdapat suatu alasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan 
bahwa “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada 
seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila: 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Maka syarat-syarat yang termuat dalam pasal tersebut di atas adalah merupakan 
syarat alternatif atau fakultatif, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan jika salah 
satu syarat tersebut terpenuhi. 
Akan tetapi, alasan Pemohon melakukan poligami ialah karena Termohon tidak 
dapat menjalankan kewajibannya selaku istri secara maksimal terutama mengenai 
kebutuhan biologis Pemohon, maka menurut Majelis Hakim alasan tersebut sejalan 
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a). 
Majelis Hakim memandang bahwa pengakuan Termohon sudah menjadi bukti yang 
mengikat dan sempurna mengenai kerendahan Termohon untuk dipoligami serta kondisi 
Termohon yang tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal, 
yang menghalangi Termohon untuk memenuhi kewajiban Termohon sebagai istri 
kepada Pemohon. 
Berdasarkan dalam faktanya bahwa perkawinan poligami Pemohon ini juga berasal 
dari persetujuan Termohon selaku istri pertama Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa 
Termohon tidak keberatan jika Pemohon melakukan poligami di samping itu, calon istri 
kedua Pemohon telah menyatakan kesediaanya untuk dipoligami oleh Pemohon maka 
apabila tidak adanya persetujuan dari istri atau calon istri kedua Pemohon akan menjadi 
pelanggaran yang utama terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 
yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini. 
Pertimbangan Majelis Hakim juga yang didasarkan dengan kewajiban suami 
terhadap keluarga adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin maka dengan 
bertambahnya akan menimbulkan lebih banyak beban suami untuk memberikan nafkah 
lahir maupun batin. Syaratnya terdapat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUP Nomor 1 
Tahun 1974 yang merupakan syarat yang harus dijadikan pedoman bagi suami agar 
tidak melenceng dari komitmennya pada saat menjalani berpoligami. oleh karenanya 
apabila tidak yakin maka dapat memenuhi syarat-syarat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) 
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UUP Nomor 1 Tahun 1974 akan lebih baik melakukan perkawinan monogami karena 
hal tersebut akan menzalimi para istri dan anak-anaknya yang telah sesuai dengan 
kaidah fikih dalam sisi agama yang mempunyai arti sebagai berikut “Mencegah 
kemudaratan itu harus diutamakan/didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.” 
Jadi, yang dimaksud apabila dihubungkan maka dengan konteks perkara ini 
mengandung makna jika berpoligami berpotensi mendatangkan kemudaratan karena 
suami tidak dapat memenuhi menafkahi istri- istri dan anak-anaknya walaupun dari sisi 
lain poligami itu merupakan kemaslahatan, maka poligami tersebut patut dihindari. 
Karena di persidangan Pemohon yakin dengan akan memenuhi syarat-syarat yang 
terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUP Nomor 1 Tahun 1974 maka dikatakan 
dikuatkan dengan surat pernyataan berlaku adil dan secara materi bahwa Pemohon 
tergolong mampu untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya suatu saat nanti. 
Pertimbangan Majelis hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon 
tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti karena telah diberi 
materai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 
dan telah di-nazegeling sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan harus dapat 
dinyatakan diterima, secara materil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti 
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dengan permohonan Pemohon. 
Mengenai saksi-saksi dari Pemohon sudah diberikan sumpah dan memberikan 
keterangan di persidangan secara terpisah. Untuk memenuhi syarat materil alat bukti 
saksi, maka berdasarkan Pasal 171 (2) HIR, 173 HIR, dan 171 (1) HIR maka saksi-saksi 
tersebut harus memberikan keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian dengan 
satu sama lain. Sehingga, keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian, 
diterima sebagai alat bukti dan menjadi fakta hukum. 
Bahwa atas permohonan Pemohon untuk berpoligami, oleh karena Termohon tidak 
keberatan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sehingga sesuai dengan 
ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang 
mengikat dan sempurna dan oleh karena pengakuan tersebut, Termohon tidak dibebani 




1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam putusan tersebut di mana Pemohon 
yang sudah memenuhi persyaratannya dalam mengajukan izin berpoligami yang 
terdapat dalam Pasal 3, 4 dan 5 UUP Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menghendaki 
dengan mendapat persetujuan untuk berpoligami dari istri pertama, merasa 
dapat menjamin untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, 
menetapkan harta bersama selama masa perkawinan, gaji hasil dari pekerjaan 
Pemohon dapat dikatakan mampu untuk menghidupi istri-istri maupun anak-
anaknya serta alasan Pemohon mengajukan izin berpoligami karena mempunyai 
syahwat tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi atau kurang mampu 
untuk melayani kebutuhan batin Pemohon dan ingin mengayomi kedua anak 
calon istri Pemohon. Alasan ini memenuhi unsur dari Pasal 4 ayat (2) yang 
bersifat fakultatif dan selain itu Pemohon telah memenuhi semua unsur-unsur 
pasal dari Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 41 Huruf (b dan c) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang 
mempunyai sifat kumulatif. maka dari itu, Majelis Hakim mempertimbangkan 
dan memutuskan permohonan izin poligami bahwa Pemohon diizinkan 
berpoligami dalam perkara nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Ckr dengan sah dimata 
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hukum negara dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut; 
2. Bahwa pembuktian hukum terhadap putusan tersebut sesuai dengan pengakuan 
dari Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon serta alat bukti yang 
diajukan memperkuat dalil-dalil Pemohon P.1 sampai P.23 yang sudah di-
nazegeling dan 2 orang saksi yang telah diberi sumpah sebelum memberikan 
keterangannya yang saling terkait sehingga Majelis Hakim dapat mempunyai 
pertimbangan dalam memutuskan penetapan ini yang sesuai. Maka apabila 
tidak sesuai dengan kehidupan nyatanya maka akan dijadikan sebagai 
kemudaratan. Semua unsur tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon di 
Pengadilan Agama Cikarang untuk menguatkan keterangan dan pada saat 
mengajukan permohonan izin poligami Pemohon mengajukan penetapan harta 
bersama karena wajib yang menjadi aturan tambahan oleh Mahkamah Agung 
apabila tidak, maka tidak akan diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard). 
Adanya penetapan harta bersama ini maka apabila jika terjadi perceraian antara 
Pemohon dengan Termohon maka P.23 harta bersama tersebut akan dibagi 
menjadi 2 (dua) sedangkan istri kedua Pemohon tidak dapat mempunyai hak 
atas harta bersama tersebut dari perkawinan Pemohon dengan Termohon. 
Saran 
1. Untuk seorang suami yang ingin berpoligami mempertimbangkan kembali 
secara matang karena walaupun dalam hukum Islam diperbolehkan untuk 
berpoligami. Namun, harus dapat memenuhi syarat yang dapat dimintai 
pertanggung jawabannya di dunia dan akhirat agar keinginan untuk berpoligami 
tidak hanya dari nafsu saja tetapi dengan keadaan yang darurat maka poligami 
bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan coba-coba karena akan 
menghasilkan dampak yang besar bagi kehidupan rumah tangga maupun yang 
terlibat di dalamnya; 
2. Alangkah baiknya untuk pembuktian dimintai surat keterangan dari dokter 
andrologi mengenai kualitas pria untuk mengetahui apakah benar Pemohon 
memiliki syahwat tinggi atau hanya agar dapat diizinkan untuk berpoligami 
karena seharusnya istri tidak dapat dikatakan tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri karena istri mempunyai batas dalam pemenuhan 
kebutuhan hal batin dan sudah terpenuhi keinginan Pemohon hingga 
mempunyai 3 orang anak dalam perkawinan tersebut; dan 
3. Perlunya judicial review kembali Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam mengenai syarat-syarat berpoligami karena perlu adanya 
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